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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

     Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian 

Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Peyandang Disabilitas Di Kota Kupang dapat 

disimpulkan  sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap 

peyandang disabilitas di Kota Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang peyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 1 dan 2 belum 

dapat di implementasikan dengan baik karena akses bagi peyandang 

disabilitas dan fasilitas yang ditawarkan belum memadai dan mendukung 

para peyandang disabilitas. 

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberian kesempatan kerja 

bagi peyandang disabilitas dipengaruhi oleh yaitu: minimnya tingkat 

pendidikan yang didapat oleh para peyandang disabilitas, akses layanan 

fasilitas bagi peyandang disabilitas yang belum memadai, belum 

tersedianya program khusus dari pemerintah, tidak ada sanksi tegas dalam 

Undang-undang 

5.2. Saran 

     Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan 

bahwa pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap 

peyandang disabilitas di Kota Kupang, perusahaan dalam memberikan 

kesempatan kerja harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 
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2016 tentang Peyandang disabilitas pasal 53 ayat 2 yang menyatakan bahwa 

pemerintah dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan pekerja disabilitas 

1% (satu persen) dari jumlah pekerja. Dalam pembangunan gedung maka harus 

berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Pembangunan Gedung pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas harus 

mudah, aman, dan menyenangkan terutama bagi para peyandang disabilitas. 
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